
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 11  TAHUN 2023

TENTANG

PEIAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAII DAERAII KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAII

KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TABAIONG,

Menimbang     :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor   05  Tahun  2022   tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas
Bank     Pembangunan     Daerah     Kalimantan     Selatan,     perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Pelaksanaan  Penyertaan
Modal   Pemerintah   Daerah   Kepada   Perseroan   Terbatas   Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat       :     1.   Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959   tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor  9),
sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1959 Nomor 72, TaLmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  1820),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali,  teralchir  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965
tentang Pembentukan  Daerah Thgkat  11 Tanah  Laut,  Daerah
Tin8kat   11   Tapin   dan   Daerah  Tingkat  11  Tabalong  Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang
Penetapan   Undang-Undang  Darurat  Nomor   3   Tahun   1953
tentang   Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor 51,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun   1992   tentang  Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1992  Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),
sebagainana  telah  diubah   beberapa   kali,   terakhir  dengan
Undang-Undang   Nomor  6   Tahun   2023   tentang  Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  {I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
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Nomor  4286),   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan   Stabilitas   Sistem
Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Cororicz  VIrzts  Diseczse
2019     (Covid-19)     dan/atau    Dalam    Rangka    Men8hadapi
Ancaman    yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2004
Nomor  5,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4355),   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  CoriorLa  Vlms  ZItsease
2019     (Covid-19)     dan/atau    Dalam    Rangka    Menghadapi
Ancaman    yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5.    Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007   tentang  Perseroan
Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor  108,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor   4756),    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Keria  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5587),    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Keria  Menjadi  Undang-
Undang  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

7.    Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Keria  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023    Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6856);
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8.    Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha  Milik  Daerah   (I+embaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubnk
Indonesia Nomor 6173);

10.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang lnvestasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor  166,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6385);

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman   Pengelolaan  lnvestasi  Pemerintah  Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah  Kalimantan  Selatan  (I+embaran  Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8) ;

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun  2022
tentang    Penyertaan    Modal    Pemerintah    Daerah    Kepada
Perseroan  Terbatas  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan
Selatan  (I.embaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2022
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 04);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor    10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07) ;

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  11 Tahun 2022
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor  11);

18.  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  56  Tahun  2022  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2022  Nomor  57)sebagalmana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Bupati  Tabalong  Nomor  05  Tahun  2023  tentang  Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
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Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2023 Nomor 05);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan     :     PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PELAKSANAAN    PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH  DAERAH  KEPADA  PERSEROAN TERBATAS
BANK  PEMBANGUNAN  DAERAH  RALIMANTAN  SELATAN  TAHUN
ANGGARAN 2023.

BABI
KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.     Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.     Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal

daerah   pada   suatu   usaha   bersama   dengan   pihak   ke   tiga,   dan   atau
pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.

5.     Penambahan penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal
daerah  pada  suatu  usaha  bersama  atau  pemanfaatan  modal  daerah,  oleh
pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.

6.     Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang
maupun barang.

7.     Perseroan Terbatas Bank pembangunan Daerah Kalimantan selatan (Perseroda)
yang selanjutnya disebut PI`.  Bank Kalsel  (Perseroda)  adalah perseroan yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan  Selatan  Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan.

8.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB 11
PENIERTRAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)    Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah kepada FT.
Bank  Kalsel  (Perseroda)  sebesar  Rpl5.536.463.000,OO  qz.rna  bezas  mz.lgrar Zz.mcz
rafus tiga pu,hah erLcm juta empat rates enam puluh tiga ri:bu rupialw .

(2)    Pembiayaan    Penyertaan    Modal    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

(3)    Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PI`. Bank Kalsel
(Perseroda)  salnpai  Tahun  2022  sebesar  Rpl24.815.486.709,00  /serofus  czua
puluh empat ihikyar delapan rafts I;ina belas juta empat rci:fas dalapan puluh
enam ribu tujuh rafus sembi;lan rupiah).
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(4)    Dengan    adanya    Penambahan    Penyertaan    Modal    Daerah    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),  maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada  PI`.  Bank  Kalsel  (Perseroda)  sebesar  Rpl40.351.949.709,00  /sertrfus
eTnpat pu,huh rhikyar tiga rafus l;ina pu,huh safe fula sembi:ham rcrfus empat putwh
sembhan ribu tugivh rafus sembilan rupiah).

Pasal 3

Mekanisme, prosedur pencairan, dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyertaan
Modal  Pemerintah  Daerah  kepada  PT.  Bank  Kalsel  (Perseroda)  Tahun  Anggaran
2023 dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal   1S  jL.priil   2023

BUPATI TABALONG,

|TD

ANANG SYAKHFIAN.I

Diundangkan di Tanjung
Padatanggal   18    ,pirai|   f±fjj?3

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN TABALONG,

•TTD

HAMIDA MUNAWARfirl

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR  ?.1.


